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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pemeriksaan Operasional

2.1.1
Pengertian Pemeriksaan Operasional

         
Suatu pemeriksaan akan memiliki proses perbandingan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada, atau merupakan kegiatan yang membandingkan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang telah ditetapkan.


Dan M. Guy, Wayne Alderman, dan Alan J. Winters dalam bukunya Auditing mendefinisikan pemeriksaan operasional sebagai berikut :
” An operational audit involves obtaining and evaluating evident about the efficincy and effectiveness of an entity’s operating activities in relation  to specified objectives.”
(79:2001)

Sedangkan Kell, Boynton, John Willey dan Johnson  mengambil definisi pemeriksaan operasional dalam bukunya Modern Auditing, yaitu :
“Operational auditing is a systematic process of evaluating an organization’s effectiveness, efficiency, and economy of operations under management’s control and reporting to appropriate person the result of the evaluation along with recommendations for improvement.”
(840:2001)
Definisi pemeriksaan operasional menurut Alejendro R. Gorospe yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Audit Operasional Suatu Pengantar adalah sebagai berikut :

”Audit Operasional adalah suatu teknik yang secara teratur dan sistematis digunakan untuk menilai efektifitas unit atau pekerjaan  dibandingkan dengan standar-standar perusahaan dan industri, dengan menggunakan petugas yang bukan ahli dalam lingkup objek yang dianalisis, untuk meyakinkan manajemen bahwa tujuannya dilaksanakan, dan keadaan yang membutuhkan perbaikan ditemukan.”

(2:2000)

Berdasarkan publikasi Institute Of Internal Auditors (IIA), yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Audit Operasional Suatu Pengantar pemeriksaan operasional didefinisikan sebagai berikut :

”Pemeriksaan operasional adalah suatu proses yang sistematis dari penilaian efektifitas, efisiensi, dan ekonomisasi operasi suatu organisasi yang berada dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat hasil dari penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan.”
(4:2000)

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan operasional adalah suatu pemeriksaan dan penelaahan yang sistematis atas setiap aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan melalui evaluasi efisiensi dan efektifitas organisasi, manakala hasil operasi perusahaan tidak sesuai dengan harapan manajemen, pemeriksaan operasional dapat dijadikan alat pengendali melalui pemberian rekomendasi untuk perbaikannya, sehingga pada akhirnya perusahaan dapat berkembang.

Perkembangan perusahaan akan menimbulkan kesulitan bagi pihak manajemen terutama dalam memonitor seluruh daerah kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, untuk itu perusahaan memerlukan suatu alat pengendali yang dikenal dengan pemeriksaan operasional, manajemen akan tetap dapat mempertahankan efektifitasnya, walaupun kerumitan usaha perusahaan semakin meningkat. Pemeriksaan operasional ini dapat dilakukan oleh pemeriksa internal, pemeriksa eksternal dan pemeriksa pemerintah. 
2.1.2
Tujuan dan Manfaat Pemeriksaan Operasional

Tujuan pemeriksaan operasional adalah untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari suatu perusahaan, serta menganalisa dan mengevaluasi kinerja perusahaan sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan/standar yang berlaku umum. Jadi masalah yang sering dihadapi oleh pemeriksaan operasional adalah masalah mengenai keadaan perusahaan, yaitu mengenai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari suatu kegiatan operasi perusahaan, sehingga kebanyakan yang melakukan pemeriksaan operasional ini adalah perusahaan yang berskala besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar tidak dapat lagi dilakukan pengawasan langsung (Direct Personal Supervisio ) terhadap setiap kegiatan /operasi.

Selain itu pemeriksaan operasional juga bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diperiksa dengan membuat saran-saran tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih efisien, kehematan dan efektifitas objek yang diperiksa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Irsan Yani dalam bukunya Petunjuk Pemeriksaan Operasional adalah :
”Tujuan pemeriksaan operasional adalah menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas yang diperiksa dengan membuat saran-saran tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien.”
(2:2000)

Menurut Gil Courtemanche, tujuan Pemeriksaan Operasional  dalam bukunya Auditing adalah : 

“The objective of operational auditing is to ensure the effectiveness and efficiency of corporate operations.”

(26:2000)
Pernyataan ini menyatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan operasional adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari setiap bagian operasi perusahaan. 

Sedangkan tujuan pemeriksaan operasional menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing yaitu:

”Tujuan audit operasional adalah untuk :

1. Mengevaluasi kerja

2. Mengidentifikasikan kesempatan untuk peningkatan

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.”

(32:2002)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh IIA, pemeriksaan operasional selalu diarahkan pada suatu kombinasi dari tiga tujuan, yaitu :
1. Menilai pelaksanaan kegiatan.

Pemeriksaan operasional seringkali melibatkan suatu penilaian terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan, standar dan sasaran yang ditetapkan oleh manajemen, atau terhadap kriteria pengukuran lainnya yang di anggap tepat. 

2. Identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan, pemeriksa dapat merumuskan secara umum berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Peningkatan kehematan, efisiensi dan efektifitas merupakan kategori utama dalam sasaran perbaikan. Berbagai peluang perbaikan dapat diidentifikasikan melalui analisis hasil wawancara dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar organisasi, observasi terhadap berbagai operasi, review terhadap laporan periode yang lalu atau periode berjalan, mempelajari berbagai transaksi, membuat perbandingan dengan berbagai standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman dan melalui berbagai usaha lainnya.

3. Mengembangkan berbagai rekomendasi sebagai upaya perbaikan atau tindak lanjut.

Sifat dan keluasan setiap rekomendasi yang dikembangkan dalam pemeriksaan operasional sangat berbeda-beda, tergantung pada sifat permasalahan serta kesempatan yang tersedia. Dalam beberapa kasus, rekomendasi dapat dibuat lebih spesifik. Tetapi dalam kasus lainnya, rekomendasi dapat dibuat dengan secara umum. Rekomendasi yang spesifik biasanya diperlukan studi atau penelitian lebih lanjut.


Dari ketiga poin di atas, dapat dikemukakan bahwa pemeriksaan operaisonal bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diperiksa dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih hemat, lebih efisien dan lebih efektif.
Suatu pemeriksaan operasional yang dilaksanakan dengan tepat dan benar akan memberikan manfaat besar bagi manajemen perusahaan. Manfaat pemeriksaan operasional, yaitu :

1. Pemeriksaan operasional bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan.  Dengan adanya pemeriksaan operasional maka operasi perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.
2. Dengan pemeriksaan operasional maka perusahaan akan mendapat rekomendasi mengenai ke mana sebaiknya sumber-sumber daya perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.
3. Pemeriksaan operasional dapat membantu untuk memonitor operasi perusahaan sehingga dengan demikian manajemen dapat mengetahui dengan cepat apabila terdapat bagian-bagian yang memiliki masalah atau memerlukan perhatian khusus.
4. Dalam melakukan pemeriksaan operasional maka auditor perlu untuk berkomunikasi dengan manajer atau orang yang berwenang lainnya pada bagian yang sedang diperiksa, apabila ditemui suatu kelemahan dalam kegiatan operasi perusahaan maka manajer atau orang yang berwenang perlu untuk mengkomunikasikan dengan para bawahan dan ini berarti adanya peningkatan dalam komunikasi.
2.1.3
Ruang lingkup Pemeriksaan Operasional

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tekanan terutama diarahkan pada kegiatan yang diduga akan memerlukan perbaikan, dimana kegiatan-kegiatan yang memerlukan perbaikan tersebut tidak terbatas pada masalah akuntansi, catatan, dan dokumen saja melainkan meliputi keseluruhan kegiatan, program, administrasi perusahaan baik untuk aktivitas tertentu dari perusahaan maupun organisasi secara keseluruhan.
Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan operasional mencakup penilaian cara-cara pelaksanaan kegiatan apakah menunjang unsur-unsur kehematan dan efisiensi serta dapat efektif mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pemeriksaan operasional terdiri dari:

1. Keuangan dan ketaatan terhadap peraturan.

2. Efisiensi dan kehematan.

3. Hasil program.
Adapun penjelasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan operasional adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Keuangan dan Ketaatan Terhadap Peraturan

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah :
· Perusahaan melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penerimaan, pengeluaran dan penggunaan dana.

· Perusahaan mengendalikan dan mempertanggungjawabkan dana, aktiva maupun hutang dengan efektif.

· Semua penerimaan yang timbul dari operasi telah diterima dan dipertanggungjawabkan dengan tepat.

· Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansi yang memadai sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan atau yang lazim.

· Laporan keuangan perusahaan menunjukan keadaan keuangan yang wajar dan jelas. Demikian pula informasi mengenai perubahan-perubahan biaya, apakah telah memberikan informasi yang cukup bagi pimpinan perusahaan dan para pemakai laporan lainnya.

· Sistem akuntansi perusahaan dapat dipakai sebagai :
· Dasar pertanggungjawaban para pejabat.

· Sumber informasi untuk digunakan dalam penyusunan anggaran kepada pihak-pihak yang berwenang.

· Sumber informasi untuk perhitungan dan pembukuan anggaran negara.

2. Pemeriksaan Efisiensi dan Kehematan

Tujuan pemeriksaan ini antara lain untuk menilai apakah :

· Sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti dana, harta, dan tenaga kerja, diawasi dengan baik dan dimanfaatkan secara hemat, efektif, dan efisien.

· Kegiatan/program yang diatur dan dilaksanakan secara hemat, efisien dan efektif serta sesuai peraturan yang ada.

3. Pemeriksaan Hasil Program
Tujuan pemeriksaan ini antara lain untuk menilai apakah :

· Kelemahan-kelemahan manajemen mempunyai pengaruh dalam pencapaian hasil yang dikehendaki.
· Ada alternatif lain untuk mencapai tujuan program dengan efektif atau dengan biaya yang lebih rendah.
· Ada manfaat atau kerugian dari kegiatan/program yang tidak diperhitungkan pada saat penetapan program.
2.1.4
Independensi dan Kompetensi Pemeriksaan Operasional


Untuk dapat melakukan pekerjaan dengan efektif, maka diperlukan sikap independen atau bebas dari segala pengaruh yang diperiksa. Independensi yang lengkap secara tidak langsung menyatakan kebebasan dari semua dependensi. Seperti yang telah dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Auditing mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independensi adalah sebagai berikut :


”Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”
(26:2002)

Disamping masalah independensi, untuk mendapatkan hasil yang optimal, kompetensi dari pemeriksa operasional juga perlu diperhatikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seorang pemeriksa operasional adalah :

1. Pertimbangan yang profesional

Kualitas pemeriksaan yang optimal, baik dalam pemeriksaan operasional, ketaatan maupun pemeriksaan laporan keuangan, akan sangat bergantung pada kemampuan pemeriksa dalam menggunakan pertimbangan profesionalnya. Pertimbangan yang profesional dari seorang pemeriksa akan dipengaruhi oleh pendidikan formal yang telah diperolehnya dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya.
2. Inteligensi

Untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang optimal, pemeriksa wajib mempunyai inteligensi yang tinggi agar pemeriksa mempunyai kecakapan dan pemahaman untuk menerapkan standar, prosedur dan teknik pemeriksaan yang diperlukan.
3. Pengetahuan umum

Selain kemampuan dan pengetahuan di bidang pemeriksaan, pemeriksa juga harus mempunyai pengetahuan yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan antara lain di bidang akuntansi, hukum bisnis, perpajakan dan kemampuan penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi.

2.1.5 Tahap Pemeriksaan Pendahuluan
Survei pendahuluan biasanya menjadi pedoman penggunaan sumber-sumber daya pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah ekonomis dan efisiensi kegiatan survei pendahuluan diarahkan pada masalah penentuan daerah mana yang kiranya dapat menghemat waktu, uang dan berbagai sumber berharga lainnya. Jika pemeriksaan berkaitan dengan penilaian keefektifan hasil program, maka survei pendahuluan diarahkan pada masalah pengidentifikasian sasaran program dan penetapan apakah informasi yang diperlukan untuk evaluasi hasil-hasil itu memang sudah tersedia.

Adapun tahap pendahuluan terdiri dari :

· Pengamatan sekilas atas fasilitas fisik

Dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Dengan pengamatan fisik ke seluruh bagian, pemeriksa dapat memperoleh kesempatan untuk meninjau seluruh kegiatan dan mendapat gambaran nyata mengenai operasi perusahaan. Dalam pengamatan fisik sekilas, pemeriksa harus mempelajari indikasi-indikasi permasalahan, dan diarahkan kepada masalah pengungkapan situasi penghematan biaya operasional.

· Mencari data tertulis
Dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan menerapkan praktek manajemen yang konsisten. Untuk itu pemeriksa harus mendapatkan dokumentasi yang dijadikan bahan perbandingan dengan data per departemen. Tipe dokumen-dokumen tertulis yang harus didapat oleh pemeriksa antara lain adalah sasaran dan tujuan perusahaan yang tertulis, petunjuk kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, uraian tugas, bagan organisasi, anggaran, laporan-laporan intern per departemen.
· Wawancara dengan manajemen
Dilakukan untuk mengidentifikasikan permasalahan dan keberhasilannya tergantung dari kemampuan pemeriksa untuk menjajaki situasi permasalahan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat.

· Kegiatan analisa

Langkah pertama dalam tahap analisis mencakup analisis laporan keuangan dan laporan manajemen intern lainnya. Rasio-rasio keuangan perusahaan yang dinggap beroperasi dengan efisien dan rasio-rasio ini dihitung untuk beberapa periode sehingga dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun.

Pemeriksa juga meninjau sistem pengendalian intern dan arus transaksi yang bergerak dalam sistem akuntansi dan pemeriksa perlu menaksir resiko dan ketidakefisienan bisnis untuk menetapkan daerah dan aktivitas yang dapat diperbaiki.

Hasil dari tahap pendahuluan ini disimpulkan dalam suatu laporan pemeriksaan pendahuluan yang lazim disebut memoranda survei. Laporan ini digunakan oleh pemeriksa untuk menentukan bagian mana yang memerlukan pemeriksaan mendalam, yang disusun dalam suatu rencana sistematis yang disebut program pemeriksaan. Pemeriksaan mendalam hanya dilaksanakan atas bagian yang nampaknya memiliki masalah yang serius dan akan memberikan manfaat besar jika masalah ini berhasil diselesaikan.
2.1.6 Tahap Pemeriksaan Mendalam

Dalam pemeriksaan mendalam tercakup kegiatan-kegiatan :

a.   Studi lapangan, yang meliputi antara lain :
· Wawancara dengan pegawai intern dan sumber ekstern
· Observasi operasi
· Penelitian sistem pengendalian intern, arus transaksi, dan aspek inti aktivitas fungsional
b.   Analisis, yang meliputi antara lain :
· Penghubungan data dengan kriteria

· Penilaian resiko dan inefisiensi

· Pendokumentasian temuan dan manfaat potensial

· Pendiskusian temuan dan kesempatan perbaikan dengan pegawai yang bersangkutan

· Pengembangan alternatif, rekomendasi dan saran-saran untuk perbaikan pokok.

Kegiatan yang dilakukan pada pemeriksaan mendalam dilakukan untuk mendapat temuan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas manajemen yang diperiksanya. Dalam pemeriksaan mendalam ini pemeriksa merakit berbagai pandangan, saran, komentar dan perkembangan dalam suatu wawancara dan dipadukan dengan hasil observasi analisisnya sendiri.

Setelah tahap pemeriksaan mendalam selesai, disusun laporan pemeriksaan dan sebaiknya laporan pemeriksaan disusun sejak mulai melakukan pemeriksaan, dan untuk memastikan kebenaran isi laporan tersebut pemeriksa harus selalu menyesuaikan dengan perkembagan hasil pemeriksaan.

2.1.7 Laporan Pemeriksaan dan tindak lanjut
Dalam hal ini dibuat laporan hasil pemeriksaan operasional yang tertulis dengan jelas dan singkat. Hal ini memungkinkan pemeriksa untuk memberikan informasi mana yang perlu untuk disajikan dalam laporan yang harus diselesaikan tepat pada waktunya dan untuk meyakinkan manajemen. Laporan hasil pemeriksaan merupakan bukti konkrit untuk dikomunikasikan kepada pihak yang di audit dan manajemen perusahaan yang berisi temuan-temuan selama pemeriksaan dan rekomendasi yang dirancang sebaik mungkin untuk mendorong pihak yang di audit untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang memerlukan perbaikan.

Sebelum rekomendasi akhir ditetapkan dan dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan operasional, pemeriksa harus mengkomunikasikan kepada pihak yang di audit tentang materi rekomendasi yang akan diberikan.
Hal ini dimaksudkan agar :

· Memberikan kesempatan kepada pihak yang diaudit untuk memahami rekomendasi yang diberikan.

· Memperoleh kesepakatan mengenai rekomendasi yang diajukan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik.

Meskipun laporan telah diterbitkan, tidaklah berarti bahwa tahap pemeriksaan telah selesai. Pemantapan dan evaluasi terhadap tindakan yang di audit berdasarkan rekomendasi yang diberikan sangat penting. Usaha yang dilakukan oleh pemeriksa dalam tindak lanjut ini adalah langsung memonitor dijalankannya rekomendasi yang diberikan. Hasil pemeriksaan operasional tidak akan bermanfaat apabila rekomendasi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh pihak yang di audit. Masalah tindak lanjut ini tidak akan terlepas dari pelaksanaan tahap pemeriksaan sebelumnya.

2.1.8
Keterbatasan Pemeriksaan Operasional


Pemeriksaan operasional merupakan suatu teknik pengendalian yang dapat membantu manajemen dengan menggunakan metode untuk mengevaluasi keefektifan prosedur kegiatan dan pengendalian intern. Tujuan utama dari pemeriksaan operasional adalah mengurangi pemborosan dan inefisiensi. Namun untuk mencapai hal-hal tersebut bukanlah usaha yang ringan, karena pemeriksaan operasional itu sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain :
· Segi Waktu
Pemeriksa operasional selalu dituntut menyajikan informasi terbaru bagi manajemen, maka ada kalanya pemeriksa sering terlambat menyajikan laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut atas ditemukannya suatu kondisi yang menyimpang. Akhirnya kondisi tersebut akan menjadi semakin kritis.

· Segi Keahlian
Pemeriksa operasional tidak memahami seluruh teknik menjalankan organisasi tetapi ia hanya mempunyai keahlian dalam mengembangkan teknik pemeriksaan untuk menilai sejauh mana efektifitas dan efisiensi telah tercapai.
· Segi Biaya
Dikarenakan harus mengejar target untuk memecahkan suatu permasalahan sampai tuntas, sering terjadi biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, apalagi manfaatnya seringkali sangat sulit diidentifikasikan dan dikuantifikasikan.
Namun terlepas dari semua keterbatasan itu, tetap harus ditekankan bahwa manfaat dari hasil pemeriksaan operasional hanya akan diketahui setelah pemeriksaan itu selesai dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana mengurangi sekecil mungkin hambatan-hambatan tersebut.
2.2
Pengendalian Intern


Pada perusahaan yang semakin berkembang, maka salah satu dampaknya adalah semakin kompleksnya masalah yang timbul dan semakin bertambah pula jumlah aktivitas perusahaan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan. Dengan sendirinya ruang lingkup manajemen dalam mengendalikan perusahaan menjadi semakin terbatas, sedangkan dilain pihak manajemen dituntut untuk bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen membutuhkan suatu alat bantu yaitu berupa suatu pengendalian intern yang memadai.
2.2.1 
Pengertian Pengendalian Intern


Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing yang dikutip berdasarkan SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 06  yaitu sebagai berikut :

”Pengendalian internal (internal control) sebagai sebuah proses yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan kategori kategori berikut : 1. Keandalan laporan keuangan, 2. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan 3. efektifitas dan efisiensi operasi.”
(180:2002)


Sedangkan menurut Kismiaji dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi bahwa pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut :


”Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.”

(218:2002)
Dari definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

SA Seksi 55 (seperti diperbaiki oleh SAS 78 dan SAS 94, AU 319) meminta auditor untuk memperoleh suatu pemahaman akan pengendalian internal untuk setiap audit. Tingkat pemahaman itu paling tidak harus mencukupi untuk merencanakan audit yang memadai, dalam kaitannya dengan empat hal perencanaan yang spesifik berikut ini :

· Auditabilitas, dimana auditor harus memperoleh informasi tentang integritas manajemen, sifat dan luas dari arsip akuntansi untuk dipenuhi dimana bukti kompeten yang mencukupi dan tersedia untuk mendukung laporan keuangan.

· Potensi salah saji material, dimana pemahaman harus mengijinkan auditor untuk mengidentifikasikan jenis penipuan dan kesalahan yang potensial yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan dan untuk menilai resiko dimana salah saji tersebut mungkin terjadi dalam jumlah yang material untuk laporan keuangan.
· Resiko deteksi, dimana resiko pengendalian dalam formulir perencanaan dari model resiko audit secara langsung mempengaruhi resiko deteksi yang telah direncanakan untuk masing-masing sasaran audit.

· Rancangan ujian, dimana informasi yang diperoleh harus mengijinkan auditor untuk merancang ujian yang efektif dari saldo keuangan. Ujian tersebut meliputi ujian untuk ketepatan moneter baik dari transaksi, saldo, dan prosedur analitis.
2.2.2
Tujuan Pengendalian Intern


Alasan yang paling dasar dibentuknya suatu pengendalian intern dalam operasional perusahaan adalah untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian pengendalian intern, bahwa tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan yaitu :

1.   Keandalan informasi keuangan.

      Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditur dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum maupun secara profesional untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar menurut sistem pelaporan.
2.   Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

      Suatu organisasi diharuskan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hanya beberapa yang secara langsung berhubungan dengan akuntansi. Contohnya terdapat satu hukum penting yang mempengaruhi semua perusahaan yang tunduk kepada Undang-undang Sekuritas dan Pertukaran, serta Undang-undang Praktek Korupsi. Hukum ini meminta agar perusahaan memelihara sistem pencatatan yang sesuai. Sistem pencatatan yang sesuai adalah yang mengijinkan  persiapan laporan keuangan eksternal yang dapat dipercaya.
3.   Efektifitas dan efisiensi operasi.

      Pengendalian dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan.
2.2.3
Unsur-Unsur Pengendalian Intern


Suatu pengendalian intern yang memadai bagi tiap-tiap perusahaan berbeda tergantung dari jenis, sifat dan besarnya suatu perusahaan. Oleh karena itu suatu pengendalian intern yang berlaku universal yang dapat diterapkan pada semua perusahaan. Namun demikian terdapat unsur-unsur dasar untuk menciptakan suatu pengendalian intern yang memadai.


Menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing yang dikutip dari SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraf 07 menyebutkan lima unsur pokok pengendalain intern, yaitu : 1). Lingkungan pengendalian, 2). Penaksiran resiko, 3). Informasi dan komunikasi, 4). Aktivitas pengendalian, dan 5). Pemantauan.


Penjelasan dari ke lima unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (control environment)
Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.
Beberapa faktor yang membentuk lingkaran pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

1. Nilai integritas dan etika.
Integritas dan nilai-nilai etis adalah produk dari standar tingkah laku dan etis suatu entitas dan bagaimana mereka mengkomunikasikannya dan diperkuat dalam praktek. Diantaranya meliputi tindakan manajemen untuk memindahkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin membuat karyawan terlibat dalam hal tidak jujur, tidak sah, atau tindakan tak pantas. Termasuk juga komunikasi dari nilai-nilai entitas dan standar tingkah laku kepada karyawan melalui pernyataan kebijakan, kode etik, dan dengan pelatihan.

2. Komitmen terhadap kompetensi.
Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang mendefinisikan pekerjaan individual. Komitmen untuk kompetensi meliputi pertimbangan manajemen akan tingkat kompetensi untuk pekerjaan khusus dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.
3. Dewan komisaris dan komite audit.
Dewan direksi yang efektif adalah tidak terikat pada manajemen, dan anggotanya dilibatkan dalam meneliti aktivitas manajemen. Dewan mendelegasikan tanggung jawab untuk pengendalian internal kepada manajemen dan dibebankan untuk menyediakan penilaian independen secara teratur dari pengendalaian internal yang dibuat oleh manajemen.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
Manajemen melaui aktivitasnya, menyediakan petunjuk yang jelas kepada karyawan tentang pentingnya pengendalian internal. Sebagai contoh, apakah manajemen mengambil resiko yang penting, atau mengambil resiko yang menantang? Apakah target penjualan dan pendapatan itu tak realistis, dan apakah karyawan didorong untuk mengambil tindakan yang agresif untuk memenuhi target tersebut? Memahami hal ini dan aspek serupa dari filosofi dan gaya operasional manajemen memberikan auditor suatu pengertian akan sikap manajemen tentang pengendalian internal.
5. Struktur organisasi.
Struktur organisasi entitas menggambarkan bentuk tanggung jawab dan otoritas yang ada. Dengan memahami struktur organisasi, auditor dapat mempelajari manajemen dan unsur-unsur fungsional perusahaan dan merasakan bagaimana kendali diterapkan.

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.
Sebagai tambahan terhadap aspek komunikasi yang telah disebutkan, metode formal komunikasi tentang otoritas dan tanggung jawab serta berbagai hal yang terkait dengan pengendalian yang serupa adalah sama pentingnya. Kekuatan ini meliputi metode saperti memorandum dari manajemen puncak tentang pentingnya kendali dan berbagai hal yang terkait dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasional, gambaran tugas karyawan serta kebijakan-kebijakan yang terkait.
7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.
Aspek yang paling penting dari suatu pengendalian internal adalah personil. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian bisa ditiadakan dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan. Oleh karena pentingnya personil yang terpercaya dan kompeten dalam memberikan kendali yang efektif, metode dimana orang-orang dipekerjakan, dievaluasi, dilatih, dipromosikan, dan diberikan kompensasi adalah suatu bagian penting dari pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktifitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.
2. Penaksiran Resiko
Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan denga penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan serta desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.
b. Perubahan standar akuntansi.

c. Hukum dan peraturan baru.

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personil yang terlibat di dalam fungsi tersebut.
3. Informasi dan Komunikasi 
Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan.

Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah :
1. Sah.

2. Telah diotorisasi.

3. Telah dicatat.

4. Telah dinilai secara wajar.

5. Telah digolongkan secara wajar.

6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.

7. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.
Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas.

Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.
4. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) dan informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang), suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :
1. Pengendalian pengolahan informasi
a. Pengendalian umum

b. Pengendalian aplikasi

1) Otorisasi memadai.

2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai.

3) Pengecekan secara independen.

2. Pemisahan fungsi yang memadai.

3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.

4. Review atas kinerja.
5. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.2.4
Keterbatasan Pengendalian Intern

Meskipun suatu sistem pengendalian intern direncanakan dan disusun dengan sebaik-baiknya, akan tetapi suatu pengendalian intern yang ideal tidak mungkin bisa dicapai karena adanya suatu keterbatasan yang melekat seperti timbulnya kekeliruan dan kecurangan yang disebabkan antara lain karena tidak dipahaminya instruksi yang diberikan, kesalahan dalam pertimbangan yang dilakukan, kecerobohan dan kesalahan. Selain itu dengan adanya persekongkolan menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berarti.

Disamping keterbatasan yang telah dibahas diatas, setiap proyeksi berdasarkan hasil penelitian atas pengendalian yang berlaku sekarang mungkin tidak efektif lagi di masa mendatang, karena berubahnya keadaan dan kemungkinan menurunnya tingkat ketaatan terhadap prosedur. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satu sistem yang secara mutlak dapat mencegah semua kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan. Namun dengan diciptakannya suatu pengendalian intern yang mudah dimengerti, memadai dan dilaksanakan oleh petugas, maka kesempatan untuk mengadakan penyelewengan akan dapat dicegah sehingga pemimpin perusahaan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.

2.3
Pembelian Bahan Baku
2.3.1
Pengertian dan Tujuan Pembelian Bahan Baku


Pembelian bahan baku yang dilaksanakan secara ekonomis dan efektif amat diperlukan dalam upaya mencapai kondisi perusahaan yang sehat, karena pembelian merupakan kegiatan yang biasanya memerlukan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Pembelian bahan baku adalah usaha mendapatkan barang-barang yang benar termasuk kuantitas dan harga yang benar, untuk disediakan dalam proses produksi pada waktu yang tepat. Pembelian bahan baku juga merupakan fase penting dalam pengendalian arus barang ke dalam pabrik dari rekanan.


Aktivitas pembelian adalah kegiatan dari operasi suatu perusahaan. Tidak ada persediaan tercipta bila tidak ada pembelian bahan bvaku dan bahan pembantu lainnya. Semua usaha industri melakukan pembelian bahan baku, keuntungan suatu perusahaan tergantung dari baiknya aktivitas pembelian, karena pembelian berhubungan langsung dengan efisiensi produk.


Menurut Amrine, Ritchy dan Modie dalam bukunya Manufacturing Organization and Management menyatakan bahwa :

“Purchasing is one of the key functions in the success of a modem manufacturing concern”.




    
  (260:2000)
 
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pembelian merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam suatu perusahaan untuk mendukung kontinuitas dari perusahaan tersebut.

Pembelian diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian import. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian import adalah pembelian dari pemasok luar negeri.


Adapun klasifikasi dari pembelian terdiri dari :

1. Pembelian secara kontan, yaitu pembelian secara tunai. Kebiasaan umum pada waktu sekarang yaitu jangka waktu satu bulan pun dianggap kontan.

2. Pembelian secara kredit, yaitu pembelian yang mendapat fasilitas pembayaran lebih dari satu bulan.

3. Pembelian secara tender, yaitu pembelian yang dilaksanakan apabila menyangkut nilai yang cukup besar.
4. Pembelian dengan cara import, yaitu pembeliaan yang menggunakan prosedur import dengan memanfaatkan ”letter of credit (LC)”.

5. Pembelian dipasar berjangka atau “future trading”, adalah pembelian barang yang telah memiliki standar kualitas telah terjamin juga dapat menutup kemungkinan kerugian karena adanya kenaikan harga (Hedging).

6. Pembelian secara komisi, yaitu pembelian barang besar titipan atas barang-barang yang terjual yang kemudian dibayar.
7. Pembelian kontrak, yaitu pembelian dengan menggunakan prosedur kontrak yang memuat hal-hal kewajiban masing-masing pihak.

Ada beberapa aspek dalam fungsi pembelian, yaitu menyangkut barang seperti apa yang akan dibeli, dari siapa dan berapa banyak serta menyangkut tata cara pembuatan order penerimaan barang dan pembayarannya.

Tujuan dari aktivitas pembelian bahan baku adalah untuk mendukung kontinuitas produksi, dengan menggunakan investasi yang aman dan keuntungan ekonomis tanpamengabaikan kualitas, serta membuat p5rogram untuk menganalisis nilai dan biaya dalam upaya menguarangi biaya pembelian dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada manajemen tentang pembelian.
2.3.2
Perencanaan Pembelian Bahan Baku

Perencanaan pembelian bahan baku dimulai dengan penetapan desain produk. Di dalam desain tersebut diungkapkan bagaimana proses produksi dan bahan baku yang dibutuhkan pada tiap tahapan produksi. Ada dua faktor fundamental yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelian bahan baku yaitu : penentuan banyak dan kapan membeli bahan baku. Maka sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Titik pemesanan

· Titik pemesanan sangat menentukan investasi yang ditanamkan serta sangat berpengaruh pada proses produksi.

· Penetapan biaya per unit biaya penyimpanan dan pemesanan serta sektor investasi. Biaya-biaya tersebut menentukan jumlah pesanan yang ekonomis.

· Pengadaan harus bersifat sensitif dan adaptif terhadap pemakaian.
Langkah-langkah perencanaan bahan baku
· Meramalkan kebutuhan produksi untuk waktu tertentu.
· Menentukan pemesanan pada waktu yang tepat.
· Menentukan penggunaan pada waktu yang tepat (lead time).
2.3.3
Pelaksanaan Pembelian Bahan Baku

Setelah tahap perencanaan, maka selanjutnya adalah membeli bahn baku. Pembelian ini berawal dari adanya kebutuhan dan diakhiri dengan pemakaian bahan baku, prosesnya meliputi :

· Bagian gudang atau bagian produksi mengajukan permintaan pembelian (purchases requisition).

· Bagian pembelian mencari supplier dengan membuat permintaan penawaran (purchases for quotation). Selanjutnya apabila supplier sudah didapat melalui seleksi atas pertimbangan tertentu, dibuatlah surat pesanan (purchases order).

· Barang yang diterima harus diperiksa kualitas, kuantitas dan tanggal diterimanya, setelah diperiksa, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang (receiving report).

· Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima ke bagian gudang, selanjutnya bagian gudang mencatat dalam kartu bagian gudang (stock card).

· Bagian pembelian mengotorisasi faktur pembelian lalu memberikan ke bagian hutang.

· Bagian produksi yang akan membutuhkan bahan baku mengisi bukti permintaan barang dan menyerahkan kepada bagian gudang.

· Kemudian bagian gudang menyiapkan bahan baku yang sesuai dengan yang tercantum dalam bukti permintaan bahan baku dan menyerahkan barang tersebut kepada bagian produksi.

Dalam transaksi pembelian diperlukan adanya formulir atau dokumen yang digunakan dalam aktivitas pembelian, yaitu :

1. Surat Permintaan Pembelian (Purchase Requisition)
Dokumen ini di isi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah dan mutu seperti yang tertera dalam surat tersebut.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga 

Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar.
3. Surat Order Pembelian (Purchase Order)
Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih.
4. Laporan Penerimaan Barang (Receiving Report)
Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian.

5. Surat Perubahan Order Pembelian

Kadang kala diperlukan perubahan terhadap surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi penggantian atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi denga menggunakan surat perubahan order pembelian.

6. Bukti Kas Keluar

Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukan dasar pencatatan transaksi pembelian dan perintah pengeluaran kas untuk pembayaran hutang kepada pemasok.

2.3.4
Pemeriksaan Operasional Pembelian Bahan Baku


Pemeriksaan operasional pembelian bahan baku adalah evaluasi yang bebas, selektif dan analitis atas kegiatan pembelian, atau fungsi dengan tujuan untuk memberikan saran-saran perbaikan terhadap aktivitas pembelian yang dilakukan oleh unit usaha yang dimiliki fungsi pembelian.
Pemeriksaan operasional pembelian bahan baku dilaksanakan dua tahap, yaitu pendahuluan dan tahap pemeriksaan mendalam dan membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan biasanya menjadi pedoman penggunaan sumber daya pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah ekonomis dan efisiensi kegiatan survei pendahuluan diarahkan pada masalah penentuan daerah mana yang kiranya dapat menghemat waktu, uang, dan berbagai sumber berharga lainnya. Jika pemeriksaan berkaitan dengan penilaian keefektifan hasil program maka survei pendahuluan diarahkan pada masalah pengidentifikasian sasaran program dan penetapan apakah import masih yang diperlukan untuk evaluasi hasil-hasil itu sudah tersedia.
Pada pemeriksaan mendalam dilakukan untuk mendapatkan temuan yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas manajemen yang diperiksanya. Dalam pemeriksaan mendalam ini, pemeriksa merakit berbagai pandangan, saran, komentar dan perkembangan dalam suatu wawancara dan dipadukan dengan hasil observasi. Kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan pembelian bahan baku. Laporan tersebut merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi atau yang perlu mengetahiu mengenai pembelian bahan baku.

Pembelian bahan baku yang dilaksanakan secara ekonomis dan efektif sangat-sangat diperlukan dalam upaya mencapai kondisi perusahaan yang sehat karena pembelian bahan baku merupakan kegiatan yang biasanya memerlukan pengerahan sumber dalam jumlah besar.

Dalam komponen harta perusahaan, persediaan bahan baku biasanya memiliki nilai relatif tinggi dibandingkan nilai komponen lainnya. Sehingga sedikitnya peyimpangan yang terjadi pada komponen ini akan mengakibatkan kerugian yang relatif material dibandingkan dengan jika penyimpangan itu terjadi pada komponen yang lain. Alasan inilah yang menjadi sedemikian penting.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan operasional pembelian bahan baku dia atas, maka pemeriksaan operasional harus memiliki independensi, apalagi bila pemeriksaan merupakan pemeriksaan intern. Independensi pemeriksaan intern dipertinggi dengan menentukan agar bagian audit intern melaporkan kepada dewan direksi atau direktur utama.

Selain independensi, pemeriksa intern harus dapat menentukan ruang lingkup dan sifat pemeriksaan baik sebagai indikasi dari jangkauan pemeriksaan maupun sebagai suatu kerangka referensi. Dengan demikian hal tersebut memudahkan pembaca laporan hasil pemeriksaan.

2.3.5
Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku


Salah satu bagian dari siklus aktivitas operasi adalah pembelian dan pembelian merupakan langkah aktivitas perusahaan yang pertama.
Bila terjadi kegagalan dalam suatu aktivitas pembelian, maka akan berpengaruh negatif terhadap aktivitas dari bagian-bagian lain yang ada pada perusahaan tersebut sehingga kegagalan tersebut akan mengakibatkan terganggunya proses produksi dan juga mempunyai dampak terhadap proses penjualan barang pun terganggu, sehingga akhirnya perusahaan tidak dapat bersaing dengan yang lain. Akibat kegagalan-kegagalan dalam aktivitas pembelian bahan baku maka perusahaan akan menderita kerugian.
Untuk menghindari kegagalan dalam aktivitas pembelian bahan baku yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka perlu diadakan suatu pengendalian intern pembelian bahan baku. Tujuan pokok pembelian bahan baku adalah menjaga kekayaan (persediaan) dan kewajiban perusahaan (hutang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar), menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi (hutang dan persediaan).

Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam aktivitas pembelian bahan baku adalah diterangkan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Dalam merancang suatu lingkungan pengendalian intern, yang berkaitan dengan aktivitas pembelian, elemen pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut :
· Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan barang dan fungsi akuntansi.
· Surat order pembelian diotorisasi  oleh fungsi pembelian atau pejabat yang tinggi.
· Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang.

· Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi pencatat utang atau pejabat yang lebih tinggi.

· Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok.
2. Penaksiran Resiko
Dalam merancang penaksiran resiko yang berkaitan dengan aktivitas pembelian, elemen pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut :
· Surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang.
· Surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian.

· Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan barang.

· Memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian.

· Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok.

· Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan barang juga fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian.
· Fungsi penerimaan barang melakukan pemeriksaan barang tersebut dan membandingkan dengan tembusan surat order pembelian.

· Terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian didalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar.

· Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkomendasikan dengan rekening kontrol utang didalam buku besar.

· Pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan pembayaran guna mencegah kehilangan kesempatan untuk memperoleh potongan tunai.
3. Informasi dan Komunikasi
Dalam merancang suatu informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas pembelian, elemen pokok pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut :
· Transaksi pembelian harus dilaksanakan dan dicatat oleh fungsi pembelian.
· Pencatatan terjadinya utang didasarkan atas bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan faktur dari pemasok.

· Pencatatan didalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi pencatat jurnal.

· Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direrkomendasikan dengan rekening kontrol utang didalam buku besar.

· Pencatatan transaksi didasarkan pada pedoman akuntansi perusahaan.
4. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

· Pengendalian pengolahan informasi

a. Pengendalian umum

b. Pengendalian aplikasi

1) Otorisasi memadai.

2) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai.

3) Pengecekan secara independen.

· Pemisahan fungsi yang memadai.

· Pengendalian fisik atas kekayaan (persediaan bahan baku) dan catatan persediaan berdasarkan jumlah pembelian.

· Review atas kinerja.
5. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat di ambil beberapa komponen dalam merancang pemantauan :

· Proses pemantauan dilaksanakan terhadap kualitas kinerja pengendalian intern.

· Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang memang seharusnya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian 
· Pemantauan dilaksanakan pada waktu yang tepat.

· Pengendalian intern dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengendalian yang diharapkan.

2.4
Hubungan Pemeriksaan Operasional Pembelian Bahan Baku dengan Pengendalian Intern Pembelian Bahan Baku

  
Sesuai dengan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan operasional pembelian bahan baku yang memadai membutuhkan berbagai faktor yang mendukung. Faktor tersebut adalah independensi yang diukur berdasarkan status organisasi dan objektifitas pemeriksa, kualitas pemeriksa, ruang lingkup pemeriksa serta pelaksanaan tahap pemeriksaan operasional pembelian bahan baku. Dalam tahap-tahap pemeriksaan, pemeriksa akan melakukan berbagai pemeriksaan atas unsur-unsur pokok pengendalian intern yang berkaitan dengan kegiatan yang akan diperiksa, seperti lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.
Sesuai dengan yang dibahas dalam latar belakang penelitian, penulis melakukan penelitian pemeriksaan operasional pembelian bahan baku atas pengendalian intern pembelian bahan baku. Kegiatan pembelian bahan baku melibatkan beberapa aktivitas yang akan menjadi objek pemeriksaan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah pelaksanaan pembelian dan pengendalian pembelian. Dalam memeriksa kegiatan pembelian bahan baku ini, penulis akan mengevaluasi efektifitas unsur-unsur pokok pengendalian intern sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
Hasil pemeriksaan operasional atas pelaksanaan kegiatan pembelian akan dilaporkan oleh pemeriksa dan pemecahan kelemahan-kelemahan yang ditemukan akan direkomendasikan kepada objek yang diperiksa. Untuk memberikan manfaat yang diharapkan, pemeriksa perlu juga melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Dengan asumsi bahwa indikator-indikator pelaksanaan pemeriksaan operasional pembelian bahan baku telah berjalan dengan baik, diharapkan pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan efektifitas kegiatan pembelian bahan baku.
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